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BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 49 TAHUN
2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan
Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat
memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang
obyektif  dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perurdang-undangan yang
berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam
huruf a di atas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Persetujuan terhadap
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2013, serta dalam rangka
meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang maka Pemerintah Daerah
memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
perhitungan terpadu atas beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan
prestasi kerja, untuk itu perlu diatur tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013;
c. bahwa ...
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bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan organisasi
perangkat daerah di iingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang, sehingga perlu dilakukan
perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 49
Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2013;

bghwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas,
perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Noinor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, _Darl Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahup 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

S. Undang-Undang ...
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> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

10.

11.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang—Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan ...
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geraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

emberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Womor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 141);

Peratpran Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintahh Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun' 205 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236)
sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

17. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5139);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerincah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten

Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan t PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2012
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI  SIPIL DI LINGKUNGAN  PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 49 Tahun 2012
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2012 Nomor 1056) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2013 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 16, angka 17, angka 19, angka 19,
angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 32,
angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 62 diubah, diantara angka
24 dan angka 25 disisipkan angka baru yaitu angka 24a, diantara angka 32
dan angka 33 disisipkan angka baru yaitu angka 32a, diantara angka 60
dan angka 61 disisipkan angka baru yaitu angka 60a dan angka 60b,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2

Daerah adalah Kabupaten Sintang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggungjawap kepada Kepalg‘ Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerlntahan yang terdini dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan

Daerah.

Pegawal Negeri Sipil yang Sfalanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dan
atau CPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai  unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.

6. Pejabat ...
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aduduki jabatan
[Va, dan ivb di

struktural yang terdiri dari Eselon lla, IIb, llla, IlIb,
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

gawa@
Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyal
tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.

ung jawab

jabatan  berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik

mengajar  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur
Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat
daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.

Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang
melaksanakan penyelenggarakan sistem  pelayanan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.

Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sintang.

18. Kuasa ...
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Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD

a%arl)ah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan
Rancangan Perubahan APBD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang
mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas
menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan

Perubahan APBD Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan
APBD Kabupaten Sintang.

Pc?jabat Penerima Pelimpahan Pemungutén Pajak Daerah adalah Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah Kabupaten
Sintang.

Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/Kuasa Melaksanakan Anggaran
PPKD adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk
melaksanakan anggaran PPKD.

Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat
pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan
daerah.

Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan
Pengelolaan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat
pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan kebijakan dan
pengelolaan Aset/barang milik daerah.

Verifikator adalah pejabat pada Satu"an Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk
melaksanakan verifikasi Rancangan APBD, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksa‘naan Perubahan Anggaran
(DPPA), Surat Perintah‘ Pencairan Danal_ (SP2D) dan Kas Daerah serta
Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Verifikator Pajak Daerah adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas
Pendapatan Daerah quupgten Sintang yang diberi tugas untuk
melaksanakan verifikasl Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sintang. .

Verifikator Belanja PPKD adalah Pejaba,t pada Satuan Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asqt Da;r ah Kabupaten Sintang yang diberi
tugags untuk melaksanakan verifikasi terhadap belanja PPKD.

26. Satuan ...
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Satuan Tugas , ,

it chkeirSth;enme;d]am Kebakaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Sintang. ¢rlamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Petugas Khusus Ke

Kab arsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
menata da ) upaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola,
, fl Menyimpan berkas surat dinas.

Pemerintah

Korektor SPJ Bantuan
Lingkungan Pemerint
Camat yang berty
bimbingan terhadap

Keuangan Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di
ah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor
gas untuk melaksanakan pendampingan dan
pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.

Petugas San(‘:h adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang bertugas di Bagian Sandi, Telekomunikasi dan
Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia dan
yang telah lulus kualifikasi di bidang persandian.

Peraturan Pecrundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk

oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara
umum.

Analis Produk Hukum Daerah adalah Pejabat pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang vang bertugas meneliti, menelaah
dan mengkaji Rancangan Peraturan Dacrah, Peraturan Kepala Daerah,
Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan
Instruksi Kepala Daerah.

Korektor adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas
mengoreksi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintal_} Pencairan Dana (SP2D) dan
Kas Daerah serta Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Korektor Pajak Daerah adalah _pegawai pada' Sa_tuan Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas mengoreksi
Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

nis Perencanaan Aset/Barang Daecrah adalah pegawai pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
beri tugas pelaksanaan perencanaan aset/barang daerah

Pengelola T(.:k
Satuan Kerja b
Sintang yang di
Kabupaten Sintang.

Teknis Penatausahaan Aset/Barang Daerah adalah pegawai
Pengelola . Kerin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
pada Satudsintang yang diberi tugas pelaksanaan penatausahaan

- 30 . 1588
Kali‘/ltp));:mg daerah Kabupaten Sintang.
asct

35. Pengelola . .,
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Pengelola Teknj . _
Satuan Kerja B:i aieggendahan Barang Daerah adalah pegawai pada

e
Sintang yang diberj Ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

t .
daerah Kabupaten Sintarl:ggas pelaksanaan pengendalian aset/barang

zzg‘?ﬁ)?rggrglgd;?a:sanakan tugas sebagai penghimpun data/dokumen
LADOTEn Trs ah, korektor Daftar Rencana Aset/Barang Daerah dan
Aset /Baran 88 SKPD  serta penyusunan Laporan Administrasi
PengelolaangK acrah - adalah pegawai pada Satuan Kerja Bqdar}
t cuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi
ugas untuk menghimpun data/dokumen aset/barang daerah,
melakukan  koreksi Daftar Rencana Barang Daerah dan Laporan

aset/barang SKPD serta menyusun Laporan Administrasi Aset/Barang
Daerah Kabupaten Sintang.

'I:ar.rllbahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar
G da.n Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan
mempertimbangkan kreteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerjffl, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan
pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka

peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan
yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja
normal.

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah
Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan
tinggi dan daerah terpencil.

Tambahan Penghasilan berdasarkan ]fcor?disi kerja adalah Penghasilan
yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

: dasarkan kelangkaan rofesi dalah

bahan Penghasilan ber ) b P . e e

g:gl hasilan yang diberikan kepadahPegawal Negeri Sipil yang dalam
menggemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

Penghasilan berdasgrkan prestgsi kerja adalah Penghasilan
kan kepada Pegawal Negeri Sipil yang dalam melaksanakan
punyai prestasi kerja.

Tambahan
yang diberi _
tugasnya dinilai mem

rupakan kesatuan geografis b
i, alah ruang yang me : n  geog eserta
= jgsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
zeggnaprkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

erdasa

44. Anggaran ...
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Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten
Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten

Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah daerah/perdesaan atau pulau

atau pesisir yang umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau
karena letaknya yang jauh di pedalaman/
perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses jaringan
komunikasi dan transportasi.

Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan
belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit
tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen
Sintang.

Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter
gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.

Dokter Spesialis adalah pegawai negen sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan
telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit
tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen
Sintang.

Dokter Hewan adalah pegawe_li' r}ege"i_Sipﬂ_di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang memiliki kKualifikasi pendidikan sebagai dokter
hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter

hewan.

i 1 sipil di lingk :
Apoteker adalah pegawai NEBEE SIPIL - ¢ Ngxungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang memiliki  kualifikasi pendidikan Sarjana
Apoteker serta bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan
Rumah Sakit Ade Mohammad Djoen Smt_ang.

S3. Asisten .
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Kabupaten Sima‘;féalah Pegawaj ne 0 0470

gen sipil di lingkungan Pemerintah

an . g g
Apoteker Serta be‘TUgaS gd‘ memilik; kualifikasi pendidikan Asisten
S%ntang dan Rumgap Sak‘] hngkUngan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sintang. 't Umum Daeran Ade Mohammad Djoen

54. Paramedis adala

Kabupaten Sintang negeri sipil di lingkungan Pemerintah
kesehatan Serta beru};ang o Cara fungsional bertugas dalarn bidang
Sintang dan Rumah ggs q_l lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sintang. akit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen

h Pegawai

> iirt;i?;ﬁ; Saicl}la:lah Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
di lingk 378 yang bertugas dalam bidang kesehatan lingkungan
gxungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit

Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.

56. Nurse adalah pegawai ne

. geri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sintang yang memiliki k

. ualifikasi pendidikan sarjana keperawatan dan
telah memiliki keahlian /profesi dalam bidang keperawatan serta
bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah
Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.

S7. Perawat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang
keperawatan dan memiliki kualifikasi pendidikan sekolah/akademi
keperawatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupgten
Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen
Sintang.

58. Bidan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintab Kabupaten
Sintang yang secara fungsional bertugas Flalam b1dan.g kebidanan serta
bertugas di lingkungan Dinas Kesehataxj habgpaten Sintang dan Rumah
Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.

¢ 5 s dalah pegawai negeri sipil di lingkgngan Pemerintah

59. Ilzutt)nslztr:r? Seilntang ygng memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang

ol uprta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
ifrll Isilmah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.

) : formasi Administrasi Kependudukan yang
60. Supeljvxsor S:jsiz:kr)lut lnSupervisor SIAK adalah pengelola data
selanjutnya ang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan
kependudukan'ly engelola SIAK di tingkat Kabupaten Sintang dan atau
Igesadahpm:o;;rtz mengusulkan atau membatalkan usulan pengguna
ibawahny

hak akses SIAK.

) .sor Pajak Daerah adalgh pejabat pada Satuan Kerja Dinas
60a. Senior Supervis L Kabupaten Sintang yang bertugas membantu
Pendapatan Dae;'a rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan
Kepala Dinas da ampemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh
pelaksanaaﬂvgz%iztor, Korektor dan Pelaksana lainnya di lingkungan
or, :
?:rzii‘i]iah Kabupaten Sintang.

60b. Supervisor ..,
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60b. Supervisor Paj
Pendgpatan D Clzalg adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas
pembinaan dap peng abupaten Sintang yang bertugas melakukan

: i awase . i
Lingkungan Pemerintah Kal?Spe:?éEaSCiiifa el dacran &
ng.

ak Dy
aerah

61. Administrator/Verifiy, .. ,
yang Selanjut/nyt;nf;k?mr Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
MEmONItor operas; Isebut administrator SIAK adalah pegawai yang
data dan J'etrirlgarllonal database, back up dan updating data, recovery
SIAK. SErta mengatasi permasalahan teknis operasional

. P €
62. Pengguna Anggaran/Pt’ngguna Barang dilingkungan Setda / Set-DPRD /

DinasJ Sadan | Inspeiiora Kabugiien Somang seiompi | mebput
Kehuboman » Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas

) an dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas
Permdagkop.dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Badan
Pffnnglaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan  Pemadam Kebakaran, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian
Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan, dan Rumah Sakit Umnum Daerah.

63. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Setda / Set-DPRD /
Dinas / Badan / Inspektorat Kabupaten Sintang kelompok 2 meliputi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energ,
Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat, Badan Pengelola Perbatasan serta Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

64. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kantor/Kecamatan
Kabupaten Sintang kelompok 1 meliputi Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja.

65. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkningan Kantor/Kecamatan
Kabupaten Sintang kelompok 2 adalah Kantor Kecamatan Sintang.

66. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 8 dalam Peraturan ini berlaku
untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bugi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban APBD
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 terhitung mulaj tanggal 1
Agustus 2013. '

(2) Dengan ..
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(2) '1\'3::::{::!1 lt%erluktvmva Perat "
¢ Y Tahyp - Cean inj
Nomo i i,
;?tl.",tl"lg Nomor 44 ‘ululn“:m““i'l Perubahan Atas Peraturan Bupati
,'F'fn“m Neger Sipil o 2012 *ttung Tambahan Penghasitan Bugi
\nul{ Anggumn i mg'ungnn Pemerintah Kabupaten Sintang
yang tdak diatyp

\J A8} & l |
e Masih tap berluky sepunjung mengenai hal-hal
M Peraturan ini, |

muka Peraturan Bupati Sintang

3. Lampiran | Pe
Tambahuan  pp
Pemerintah Ky

ratuy, : ¥
nmm';‘iﬁmﬁupm-:. Sintang Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Wupaten - Q8L Pegnwai Negeri Sipil DI Lingkungan
oo Sntang Awas Beban Anggaran Pendapatan Dan
tang qlt‘);ilJn 'Sm%ung Tahun Anggaran 2013 (Berita L)f,u"rilh
dengan Peratupap B _“\-.301-3 Nomor 1056) scbugaimana telah diubah
; ; :'P“U Sintang Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Daerah
berbunyi sebam;uim:m:“:?? 2013 Nomor 15) diubah sehingga Lampiran 1
tidak terpisal k s Lrumtumidulmn Lampiran yang merupakan bagian
Pisahkan dapj Peraturan Bupati ini.

Pasal 1]

Peraturan Bupati inj berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap oran

Se it & mengetahuinya,
Bupati ini de

memerintahkan pengundangan Peraturan
ngan Penempatannya d

alam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang, _
pada tanggal 22 Juli 2013

{ BUPATI SINTANG, ¢+

7\

V MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRERARIS DAERAH KABUPATEN smmuc,(

ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 314



